5.1

BAB Y
KESIMPULAN DAN SARAN

Keslmpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

L

Klasifikasi dan pengnlulﬂ:m aset te!.q:l l]mas Pariwisa kabupaten Sleman

mencakup mh pem .m mﬁﬁﬂ, gedung  daon hangimun..
jnla:#jthaﬁ}hﬁngm nﬂ',t tetap lainya. sertn kontruksi dan dalam
mmPHmmmMPEWNG 19 Tahun
2016, yung mencakup perencanaan.pengadaan, pemaniaaian, pemeliharaan,
dan penghapusan sset. Proses ini menunjukan adanya kepatuhan terhadap
pedomian pengelolaan Barang Milik Daerah im;

2. Pengakuan aset tetap dilakukan ketika aset tersebut diperoleh melalui

‘belanja modal stau hiboh, dan telah siap digunakon untuk kegiaton
Wml Proses pengakuan dilakukan secara otomatis mt.-.'hhi- ,t:isxem
SIM Aset yang terintegrasi dengan SIKD, sesuai dengan PSAP No.07
paragraf 18-20. Hal im menunjukan pmmpﬂ-p‘hﬂgﬂumﬂﬂuas dan
transparansi dalam pencatatan aset Pemerintah Daerah.

M@Lﬁmdﬂmﬁm[ﬂﬂ Diinas P‘rim@Wlm‘ﬂﬂm menilai
aset tetap berdasarkan biays perolehan, sesuni dengan PSAP No.07 paragraf
1B, mlﬂwmduhmwkm {invoice) yang sah
dan andal, sehinggn pmgukumn aset dlptlﬁﬁhnggungjamnhkan secars

adm:mtmtlfmaumm
Penyusutan asel tetap metode yang digunakan adalsh metode garis lurus

(straight line methode), sebagaimana direkomendasikan oleh PSAP No.07.
Penghitengan penyusutan dilakukan secara otomatis menggunakon SIM
Aset yang meningkatkan efisiensi don keakuratan data. Namun, informasi
mengenai masa manfaat aset belum dijelaskan secara eksplisit dalam Cal K,

sehingga aspek transparansi masih dopat ditingkatkan.
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5. Pengehentian dan pelepasan aset tetap diamana proses adminitratif
penghentian dan penghapusan aset tetap telah sesuai dengan ketentuan
PSAP No.07 dan Permendagri No 19 Tahun 2016. Namun. terdapat
ketidaksesusuaian dalam waktu pengakuan secara akuntansi, seperti kasus
penghapusan aset yang diusulkan tahun 2023 tetapi baru disetujui tahun
2025, Knndlsdmmmyebnbkmuﬂn lsettm]:dalmnumamm;nﬂllehlh

4. Pegawai yang terlibat dalam pengelolaan aset, khususnya bendahara
barang don bagian akuntansi, perlu diberikan pelatihan berkelanjutan
terkait PSAP No.7, sistem SIM Aset. dan kebijakan akuntansi
pemerintah agar mampu menyesuaikan dengan perkembangan regulasi
dan teknologu informasi.
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5. Pemerintah daerah perlu terus menegakan prisnip tanggung jawab
pengelolaan (stewerdship) dalam setiap tahapan siklus aset tetap mulai
memastikan aset pemerintash memberikan manfast optimal bagi
pelayanan publik dan pembangunan daerah.
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